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ABSTRACT

Law enforcement must not violate the rights of orderly demonstration participants.

They still receive legal protection from the state. The issues in this thesis are the
procedures for conveying aspirations based on Law Number 9 of 1998 concerning
Freedom of Expression in Public, what is the criminal liability for anarchy in the
expression of aspirations in public, and how o enforce the law against anarchic
actions of demonsirators expressing aspirations in public from a Human Rights
Perspective. This research is normative research using library research methods to

examine secondary data. The type of data in this research is secondary data.

Primary and secondary legal materials are systematically compiled and analyzed
qualitatively. The procedre for conveying aspirations based on Law Number 9 of
1998 concerning Freedom of Expression in Public is the obligation to notify the
Police in wriling and obtain a permit in the form of a SITP (Notification Receipt
Letter) and the notification must be at least 3 x 24 hours before the activity is
carried out and requires demonstrators 1o include the number of participants, time
and duration of the route and the props used. Criminal liability for perpetrators of
criminal acts of conveying aspirations in public that cause anarchy is that the

Police have the authority 1o take firm action, from disbandment to law enforcemen,

in accordance with applicable procedures if violations and anarchic actions occur.

Investigators will determine the role of the perpetrator (main perpetrator,

participant, or organizer) based on valid and convincing evidence 1o determine
criminal liability. Law enforcement against anarchic demonsirators expressing
their aspirations in public, from a human rights perspective, does not eliminate the
right 1o express opinions, but rather distinguishes between criminal violations and
the expression of aspirations. Anarchic actions such as destruction, violence, or
ari &r' blic order can be subject to criminal sanctions (e.g. Article 170

Xe). while other law-abiding participants remain protected and
KFiled.
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ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP  DEMONSTRAN DALAM PERSPEKTIF 

HAK ASASI MANUSIA
Muhammad Dahlan Wijaya
(245114149)
Penegakan hukum tidak boleh melanggar hak peserta demonstrasi yang tertib. Mereka tetap mendapat perlindungan hukum dari negar. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tatacara menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, bagaimana pertanggungjawaban pidana terjadinya anarkisme dalam penyampaikan aspirasi di muka umum, bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan demonstran yang anarkis dalam penyampaian aspirasi di muka umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dengan  menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif. Tatacara menyampaikan aspirasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum adalah adanya kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian dan mendapatkan surat ijin berupa STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) dan pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya dalam waktu 3 x 24 jam sebelum kegiatan itu dilakukan serta mewajibkan pengunjuk rasa mencantumkan jumlah peserta, waktu dan lama rute dan alat peraga yang digunakan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyampaikan aspirasi di depan umum yang menyebabkan anarkis adalah Pihak kepolisian berwenang melakukan tindakan tegas, mulai dari pembubaran hingga penegakan hukum, sesuai dengan prosedur yang berlaku jika terjadi pelanggaran dan tindakan anarkis. Penyidik akan menentukan peran pelaku (pelaku utama, turut serta, atau penganjur) berdasarkan bukti yang sah dan meyakinkan untuk menetapkan pertanggungjawaban pidana.  Penegakan hukum terhadap tindakan demonstran yang anarkis dalam penyampaian aspirasi di muka umum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia adalah tidak menghilangkan hak menyampaikan pendapat, tetapi membedakan pelanggaran pidana dengan penyampaian aspirasi Tindakan anarkis seperti perusakan, kekerasan, atau kejahatan terhadap ketertiban umum dapat dikenai sanksi hukum pidana (misalnya Pasal 170 KUHP), sementara peserta lain yang taat hukum tetap dilindungi dan dijamin haknya 
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